BABYV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan implementasi
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan
Ketertiban Umum Terhadap Larangan Pengamen di kawasan wisata di Pantai
Gandoriah Kota Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah, dapat disimpulkan
bahwa:
5.1.1 Faktor Penyebab pengamen di Pantai Gandoriah dan respon
pengunjung wisata pantai yaitu:

1. Faktor sosial-ekonomi sebagai pendorong utama keberadaan
pengamen, sebagian besar mereka berasal dari keluarga kurang
mampu, tidak memiliki pekerjaan tetap, bagi mereka mengamen
bukan sekedar pilihan, melainkan strategi bertahan hidup.

2. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan juga membatasi
akes mereka terhadap lapangan kerja formal.

3. Respon masyarakat dan wisatawan antara ketidaknyaman dan
empati sosial sebagian pengunjung merasa aktivitas pengamen di
anggap mengganggu ketenangan terutama bagi mereka yang ingin
menikmati suasana pantai. Di sisi lain banyak pengunjung yang
merasa iba dan memberikan uang sebagai bentuk empati. Kedua
citra Kota Pariaman dari keberadaan aktivitas pengamen yang
tidak terkelola dengan baik di Pantai Gandoriah. Bisa juga
berpotensi menciptakan gangguan signifikan terhadap kualitas

pelayanan dan suasana wisata secara keseluruhan.
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5.1.2 Penyebab Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman
Nomor 10 Tahun 2018 Terhadap Larangan Mengamen di Kawasan
Wisata
1. Keterbatasan kapasitas penegakkan hukum dan pengawasan.

2. Belum ada teknis aturan khusus terkait larangan pengamen maka
Pemerintah hanya dapat memberikan bimbingan dan sosialisasi.

3. Kawasan wisata Kota Pariaman masih bersifat terbuka artinya
pemerintah tidak bisa melarang secara penuh dengan kata lain
hanya dapat memberikan menotoring dalam waktu tertentu.

4. Eveent dan program seni yang di tampilkan saat sekarang sudah
tidak ada dengan demikidn pengamen dibolehkan saja mengamen

di kawasan pantaifasalkapgsidak ada, kekerasan atau pemaksaan

dalam beraktivitas m
Oleh k3
tata kelola

ketidakseimbangan
kelompok marginal
merupakan ha dalam implementasi
Perda Nomor s gl iperlukan pergeseran

paradigma dari T3 Wisata yang eksklusif menuju tata
kelgla lebihgigkluysif, tigjpatifad keadjlapegogial
5.2 SarDTN) IMABM B@NJUL
Berdasarkan hasipﬁl @hambatan implementasi
Peraturan Daerah Kota Pariaman omﬁ ahun 2018 dan realitas sosial di
lapangan, penulis merekomendasikan beberapa hal:
5.2.1 Untuk Pemerintah Daerah Kota Pariaman
1. Perlu mengakomodir kembali Peraturan Daerah Kota Pariaman
Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
pada pasal 11 terkait larangan mengamen di kantor pemerintahan,
persimpangan lalu lintas, jalan, taman, dan objek wisata di Kota
Pariaman. Dengan menambahkan syarat boleh mengamen tetapi

dengan catatan tidak menganggu pengunjung dan mengamenlah

dengan baik dan sopan sebab dari hasil wawancara ke beberapa



5.2.2

5.2.3
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pengunjung tidak ada respon dari pengunjung yang merasa terganggu.
Maka dari itu si pengunjung pun nyaman dengan nyanyian yang baik
serta si pengamenpun bisa menyalurkan bakat atau mencari
penghasilan dari mengamen.

Khususnya Dinas Pariwisata perlu mensosialisasikan Perda tentang
pelarangan pengamen di kawasan objek wisata secara rutin dan
membuat papan pengumuman larangan terhadap pengamen jangan

sampai menganggu kepada pengunjung.

. Idealnya pengamen diberikan diklat tentang pengelolan objek wisata.

Untuk Anggota Masyarak Khususnya pengunjung Pantai Gandoriah

Mari bersikap sosial kemudian menjaga keamanan dan ketertiban

umum.

Selalu sopanygan menghd beradaan ggngamen.

Jangan perna it dah seSehes penampilan serta
pekerjaannya.

Jika berbaik ha h tidak bisa diam dan
meminta maaf s

Khusus untuk pengamen

HINGIMAM BONJOL ™™

Mengamenlah denPﬁ@AlNl@ocal suara.

Jangan memaksa meminta uang kepada pengunjung setelah

menyanyikan lagu untuk pengamen.
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